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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

BAB II, penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak 

dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnnya, sebaliknya 

apabila telah ada aturan hukumnya maka seseorang dapat dikenakan sanksi 

pidana sesuai aturan yang berlaku. Berkaitan dengan asas legalitas dalam 

kaitannya dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru, 

asas legalitas tidak dapat dikecualikan berkaitan belum adanya aturan 

hukum yang mengatur narkotika jenis baru. Asas legalitas memiliki 

kekakuan dalam penegakan hukum khususnya dalam mengatasi persoalan 

narkotika jenis baru yang tidak dapat disimpangi karena pengaturan asas 

legalitas tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yang bersifat khusus sehingga ketentuan Pasal 103 

KUHP yang dapat berlaku karena bersifat umum dalam penyelesaian 

Narkotika jenis baru. Penerapan asas legalitas dalam penggunaan 

narkotika jenis baru, hanya sebatas dengan membebaskan para pengedar 

narkotika jenis baru dan memberikan rehabilitasi bagi pengguna narkotika 

jenis baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang tanpa memberikan 

sanksi pemidanaan terhadap pengguna dan pengedar narkotika jenis baru. 
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2. Berkaitan dalam mengatasi kekakuan asas legalitas dalam penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika jenis baru, perlu diketahui bahwa asas legalitas 

tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Asas legalitas yang 

bersifat kaku dapat diatasi dengan cara pembaharuan hukum dalam 

kaitannya kekosongan hukum yang ada dalam perkembangan zaman. 

Pembaharuan hukum berfungsi sebagai pembentuk harmonisasi dan 

sinkronisasi bagi asas legalitas. Harmonisasi dan sinkronisasi yang 

dimaksud berkaitan dengan apabila terdapatnya pembaharuan hukum, 

aturan hukum jelas dan dapat diterapkan serta memiliki kesesuaian dengan 

asas legalitas. Pembaharuan hukum khususnya bagi pembaharuan hukum 

narkotika jenis baru dengan cara menambah jenis narkotika dalam 

Penggolongan Narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 sangat berfungsi untuk mengatasi kekakuan asas legalitas 

yang tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. 

B. Saran 

1. Asas Legalitas sebaiknya dapat dikesampingkan/ada pengecualian ketika 

terdapat suatu tindak pidana khususnya dalam penyalahgunaan narkotika 

jenis baru yang aturannya tidak terdapat dalam Undang – Undang 

Narkotika, sehingga para pelaku penyalahgunaan narkotika jenis baru tetap 

dapat dijerat hukuman yang tidak mengesampingkan aturan yang lebih 

tinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang - Undangan. 

2. Asas Legalitas ketika memang tidak dapat dikesampingkan, maka harus 

sesegera mungkin untuk dibuat aturan hukum yang berkaitan dengan 
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penyalahgunaan narkotika jenis baru yaitu dengan cara memasukkan 

narkotika jenis baru ke dalam Peraturan Perundang-Undangan yang 

hukumannya di persamakan dengan narkotika yang sudah ada dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa 

menyebutkan jenisnya sehingga ketika ada narkotika jenis baru masuk ke 

Indonesia maka dapat dijerat dengan pemidanaan. Pembuatan aturan 

bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum serta tetap 

menjaga konsistensi asas legalitas dalam penerapannya untuk tidak 

dikecualikan apabila terdapat kekosongan hukum. 
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